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ABSTRAK 

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu dari hukum yang 

ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan 

siapa yang menjadi ahli waris , penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan 

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta 

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang 

tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Berdasarkan ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa hukum kewarisan meliputi dari hal-hal sebagai tersebut yang 

dilakukan dengan melewati pada proses di pengadilan untuk mencari keadilan 

yang sebenarnya. 

Sementara itu, dalam undang-undang di Thailand menjelaskan dalam 

Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani Narathiwat 

Yala dan Satun (BE 2489/1946)  dengan memberlakukan hukum khusus tentang 

hukum keluarga dan hukum kewarisan bagi masyarakat yang tinggal di 4 (empat) 

Provinsi di bagian selatan Thailand.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan 

normatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder, data primer 

didapatkan dari buku tentang hukum kewarisan Islam secara langsung, sedangkan 

data skunder didapat dari buku lainnya yang berkaitan dengan hukum. Analisa 

data menggunakan analisa deskriptif komparatif yang bertujuan menjelaskan 

tentang hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dan Thailand dan 

membandingkannya antara kedua dengan konsep hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum kewarisan Islam di 

Indonesia dan Thailand ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yaitu 1) 

perbedaan antaranya adalah tentang wasiat, yang meliputi pada wasiat wajibah 

bagi anak angkat dan di Thailand tidak mengaturkan tentang hal itu, tentang hibah 

juga sedimikian dan tentang kedudukan isteri bahwa di Thailand bagi isteri yang 

tidak melakukan pencatatan sesuai dengan pencatatan pernikahan umumm tidak 

bisa menerima uang pensiunan pewaris, walaupun ia sudah mencatat perkawinan 

sesuai dengan hukum Islam di Majelis Agama Islam. 2) adapun antara kedua 

hukum ini juga mempunyai persamaan dalam penerapan hukumnya yakni dalam 

penentuan ahli waris dan juga besar bagiannya bagi setiap ahli waris. Dengan 

alasan bahwa kedua-dua hukum ini dasar hukumnya adalah sama-sama dari al-

Qur‟an, al-Hadis dan juga dari kitab-kitab fiqh yang cenderung dari mazhab 

Syafi‟i.      
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib 

suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah 

apa apa yang pada diri mereka” 

(Surat Ar-Ra‟du, Ayat: 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyususnan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 

b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal   

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba ' B Be ب

 Ta ' T Te ت

a ' ṡ  ث  es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

a ' ḥ  ح  ha (dengan titik di 

bawah) 

 ha ' Kh ka dan ha  خ

 Da l D De د

 ża l ż ذ

 

zet (dengan titik di atas) 

 Ra ' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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a d Ṣ  ص  es (dengan titik di bawah) 

a d ḍ  ض  de (dengan titik di 

bawah) 

a ' ṭ  ط  te (dengan titik di bawah) 

a ' ẓ  ظ  zet (dengan titik di 

bawah) 

῾ ع Ain ῾  koma terbalik di atas 

 Gain G Ge غ

 Fa ' F Ef ف

 a f Q Qi  ق

 a f K Ka  ك

 a m L „el  ل

 Mi m M „em م

 u n N „en  ن

 Wa wu  W W و

 Ha ' H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 a ' Y Ye  ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 عدة

 متعددي

Ditulis 

Ditulis 

„iddah 

Muta῾ addidah 
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C. Ta‟ Marbutah di akhir kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبت

 جسيت

Ditulis 

Ditulis 

Hibah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

Ditulis karȃ كرامت الأونياء mah al-auliyȃ ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

Ditulis zakȃ زكاة انفطر h al-fiṭ ri 

D. Vokal Pendek  

__َ 

 فعم

__ِ 

 ذكر

__ُ 

 يرهب

 

 

fathah 

 

kasrah 

 

dammah 

 

 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

 

A 

fa‟ala 

i 

z ukra 

u 

yaz habu 
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E. Vokal Panjang  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جاههيت

fathah + ya‟ mati 

 يسعي

kasrah + ya‟ mati 

 كريم

dammah+wawumati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ȃ  

jȃ hiliyyah 

ȃ  

yas‟ȃ  

ȋ  

karȋ m 

ȗ  

furȗ ḍ  

 

F. Vokal Rangkap  

1 

 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 بيىكم

fathah + wawumati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaula 

 

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof („)  

 أأوتم

 مؤوّث

 إمرأة

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a‟antum 

mu‟annaṡ  

imra‟ah 

 

H. Kata Sandang alief + lam  
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1. Bila diikuti huruf  amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.  

al- انقرآن : ditulis al-Qur’an 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.  

 .ditulis asy-syī‘ah : انشيعت

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى انفروض

 

 أهم انسىت

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-furȗ ḍ  

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris mearupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

waris kaitannnya erat sekali dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa 

hukum kematian seseorang diantara masalah bagaimana pengurusan dan 

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal itu. 

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu 

diatur oleh hukum waris.
1
 

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam 

di dunia ini.Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan 

di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di 

daerah itu.
2
 Hukum kewarisan Islam sangat jarang terlaksananya oleh 

masyarakat Islam, oleh karena masyarakat lebih dipengaruhi oleh adat istiadat 

yang berlaku di masyarakat tertentu dan juga dipengaruhi oleh hukum di suatu 

                                                           
1
M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi‟i 

(Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama, (Jakarta: Indonesia – Co, T. 

Th), hlm. 1. 
2
Ratu Haika, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris”, dalam 

Muchit A. Karim (ed.), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, 

(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 

2012), hlm. 111. 

 

1 



 
2 

 

Negara yang masih belum menerima penuh hukum Islam, sehingga hukum 

Islam itu sangat minim dilaksanakan oleh masyarakat Islam. 

Di Negara Indonesia berlaku sistem hukum yang majemuk sampai 

sekarang, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum 

Barat (kontinental).Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri 

dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan.
3
Sehingga, 

di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan 

yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.Hukum kewarisan 

yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda 

mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.
4
 

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak orang Islam datang dan 

bermukim di Nusantara ini. Namun, setelah negara Indonesia dijajah oleh 

pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1602 hukum Barat mulai 

diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC. Keberadaan hukum Islam 

pada masa itu masih diakui oleh pemerintah VOC, tapi setelah kehadiran 

Christian Snouck Hurgronje, hukum Islam mulai tidak diakui oleh mereka 

dengan menggatikan hukum Islam dengan Teori Receptie berlaku sebagai 

hukum bagi orang Islam yakni hukum adat. Pengaruh dari Teori Receptie itu 

dengan perlahan tersingkirkan  hukum Islam dari Peraturan Perundang-

undangan dengan cara menarikan kewenangan perkara waris dari kewenangan 

                                                           
3
M. Anshary, Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik 

ke Fiqh Indonesia Modern, cet. I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 2. 
4
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT Alma‟arif, 1971), hlm. 27. 
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Pengadilan Agama dialih kepada kewenangan Pengadilan Negeri untuk diadili 

menurut hukum adat.  

Namun, setelah kemerdekaan hukum Islam mulai berkembang semula 

dengan diundangkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, menjadi semakin kokoh dan kuat hukum Islam. Akan tetapi dalam 

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini masih saja ada kekurangan hukum, oleh 

karena pada pasal-pasal dalam Undang-Undaang ini mempunyai pasal tentang 

hak opsi (pilihan hukum). Pemberian hak opsi dalam penyelesaian kewarisan 

bagi umat Islam sungguh berdampak negatif terhadap iman ahli waris muslim, 

yang akhirnya akan mendorong orang untuk meninggalkan ajaran agamanya. 

Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

dengan menghapuskan tentang hak opsi itu. Keadaan dan perkembangan 

hukum waris di Indonesia semacam ini mendorong kita untuk memahami 

dengan baik kesempurnaan hukum kewarisan Islam khususnya bagi umat 

Islam Indonesia. Untuk itu terasa sangat penting mempelajari hukum waris 

lain sebagai perbandingan.
5
 

Negara Indonesia yang merupakan sebuah Negara yang mempunyai 

penduduk yang mayoritasnya Islam sangat berbeda pemberlakuan hukum 

Islam jika dibanding dengan Negara yang penduduk Islamnya sebagai bagian 

yang minoritas seperti Negara Thailand.Thailand merupakan sebuah Negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tentu saja hukum yang 
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Ibid., hlm. xvi. 
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berlaku pada umumnya adalah hukum nasional umum yang meliputi dari 

hukum perdata dan hukum pidana. Namun, di bagian selatan Thailand yang 

sekarang dikenal dengan 4 wilayah bagian selatan merupakan wilayah yang 

mempunyai penduduk Islam sebagai jumlah yang mayoritas, maka bagi 

mereka pasti ada perbedaan di segi adat dan kebiasaan dari orang Buddha. 

Dengan ini, pemerintah Thailand menetapkan pemberlakuan hukum Islam 

bagi bagian 4 (empat) wilayah bagian selatan, pemberlakuan hukum Islam ini 

disebut dengan hukum khusus (special law) karena diberlakukan hanya di 4 

wilayah bagian selatan Thailand saja. 

Hukum Islam yang diberlakukan di 4 (empat) wilayah bagian selatan 

adalah hukum yang berkaitan dengan keperdataan yang meliputi dari hukum 

kekeluargaan alias hukum perkawinan dan hukum kewarisan.Hukum Islam di 

Thailand mulai berlaku pada tahun 1901, pada masa itu merupakan peraturan 

untuk mengaturkan bagian 7 (tujuh) provinsi.
6
 Perkembangan hukum Islam di 

Thailand mempunyai pasang surut pemberlakuannya hingga pada tahun 1943 

masa antara Perang Dunia II hukum Islam di Thailand diberhentikan 

pemberlakuannya. Namun, setelah selesai Perang Dunia II hukum Islam 

diberlakukan kembali pada tahun 1946 sampai sekarang yang dikenal dengan 

sebuatan “Undang-Undang tentang Penerapan hukum Islam di Provinsi 

Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun (BE 2489/1946)”.
7
 

                                                           
6
Den Tohmeena dan Bukhori Binraman, Islamic Law, cet. VI, (Bangkok: Ram Khamheng 

University, 2009), hlm. 53. 
7
Ibid.,hlm. 59. 
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Pemberlakukan hukum Islam di Thailand khususnya pada perkara 

kewarisan adalah perkara yang penting sehingga pemerintah melihat  perlunya 

untuk memberlakukan hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam, 

dengan adanya hukum Islam tentang hukum perkawinan dan hukum 

kewarisan ganti pemberlakuan hukum perdata dalam Bab V dan Bab VI 

tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan dapat menunjukkan bahwa 

kesetaraan antara penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang 

beragama selain dari agama Islam. Walaupun hukum Islam tentang kewarisan 

diberlakukan bagi orang Islam di 4 (empat) Provinsi di bagian selatan 

Thailand, tapi ketentuan hukumnya tidak berkekuatan dan mengikat dalam arti 

bahwa dalam menyelesaikan perkara kewarisan ini masih ada hak opsi, para 

pihak bisa memilih untuk tidak menyelesaikan perkara dengan menggunakan 

hukum Islam. 

Di samping itu, hukum kewarisan Islam yang berlaku di Thailand tidak 

sepenuhnya kewenangan untuk mengadili oleh umat Islam. Dalam arti hakim 

yang mengadili adalah hakim yang bukan semata dari orang beragama Islam 

dan perkara diadili di Pengadilan Negeri dengan didampingi oleh Pakar 

Hukum Islam yang disebut “Datok Yutitham” atau dengan kata lain yaitu 

“Tok Qodi” yang menjadi penanda tangan dan persetujuan atas putusan 

hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan menjadi dasar rujukan juga 
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terdapat dari terjemahan dari beberapa kitab-kitab Arab dan juga kitab-kitab 

Melayu Jawi yang cenderung pada mazhab syafi‟i.
8
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan hukum 

Islam itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri.Membicarakann 

hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah 

agama.Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama 

memiliki kedudukan yang sangat signifikan.
9
 Oleh karena itu, Setiap 

masyarakat dibutuhkan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan agamanya, 

khususnya tentang perkara kewarisan sangat perlu untuk menitik berat 

pengaturan tentang bagaimana cara menyelesaikan kepentingan dalam 

masyarakat sebagai akibat meninggalnya seseorang. Suatu cara penyelesaian 

hukum akibat meninggalnya seseorang adalah dengan pembagian warisan. 

Dari kenyataan tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa dalam proses 

pewarisan di Indonesia dan Thailand itu ada beberapa perbedaan yang 

menarik bagi saya untuk menjadikan sebuah penelitian sesuai dengan judul 

yang saya angkat tentang “Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di 

Indonesia dan Thailand” 

 

 

                                                           
8
Ibid.,hlm. 86-87. 

9
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

hlm.133. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa 

hal yang menjadi pokok masalah sebagai batasan pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan 

Thailand? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan aturan hukum kewarisan Islam di 

Indonesia dan Thailand? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari pokok masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di 

Indonesia dan Thailand. 

2. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan tentang aturan hukum 

kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi para pembaca 

terutama mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. 

2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang 

ingin melakukan penilitian selanjutnya, terutama mengenai masalah 

hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. 
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D. Talaah Pustaka 

Penelitian tentang hukum kewarisan itu sudah banyak yang dilakukan oleh 

para penulis.Namun, belum ditemukan pembahsan yang mengfokuskan 

pembahasannya pada kajian perbandingan hukum yang dilibatkan antara 

Negara Indonesia dan Thailand berkaitan dengan hukum kewarisan.dalam hal 

ini penulisan ini ditampilkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia 

maupun di Thailand sendiri, antara lain: 

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
10

, 

penulisan ini menggunakan pendekatan historis normatif.Penulisan ini 

berkesimpulan bahwa pembiaran hukum kewarisan Islam yang jelas dan 

terperinci nash-nya ditukar dengan hukum kewarisan KHI yang bercampur 

aduk dengan hukum adat dan perdata barat. 

Moh.Khafid Harianto, Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi 

Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang 

Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur)
11

 , penulisan skripsi pada program 

perbandingan mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.Penulis 

menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.Hasil penelitiannya adalah 

perbandingan pembagian harta warisan antara hukum Islam dengan hukum 

adat Desa Dungus mempunyai perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya 

meliputi system yang digunakan, bagian bagi ahli waris, pelaksanaan 

                                                           
10

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. I, (Jakarta: 

Kencana, 2011). 
11

Moh.Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam 

dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur)”, 

Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2014). 
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pembagian warisan dan  penghalang untuk mendapatkan warisan. Sedangkan 

persamaannya adalah asas individual yaitu dimana ahli waris mendapat bagian 

sendiri-sendiri. 

„Ali Raja‟I, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi 

Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)
12

, penulisan skripsi 

pada program perbandingan mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2007.Penulis menggunakan pendekatan melalui ulum al-hadis 

dan usul fiqih.Penelitian ini berkesimpulan adalah Hazairin berpendapat 

bahwa sistem kewarisan menurut al-Qur‟an termasuk jenis yang individual 

bilateral. Secara umum, harapan Hazairin dari formulasi baru di bidang hukum 

kewarisan yang ia tawarkan adalah adanya pembaruan hukum Islam di 

Indonesia. Hazairin menamakan kajiannya dalam rangka pembaruan hukum 

Islam itu sebagai ijtihad baru atau mazhab nasional Indonesia, sedangkan 

Munawir Sjadzali menanggap formulasi warisan 2:1 dianggap tidak qat‟i, 

benar tidaknya ketentuan itu harus diukur sejauh mana ia mencerminkan 

keadilan sebagai muhkamat universal.  

Den Tokmina dan Bukhori Binraman, Islamic Law
13

, merupakan buku 

tentang hukum Islam. Penjelasan menjelaskan tentang agama Islam dan 

hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, di antaranya mencakupi hukum 

keluarga, hukum kewarisan  dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara 

mengkonsumsi makanan. 
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„Ali Raja‟I, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif 

Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2007). 
13

Den Tokmina dan Bukhori Binraman, Islamic Law, (Bangkok: Ram khamheng 

University, 2009). 
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Piangporn Wisedsin, Kodmay Islam Kab Karn Cadkan Mordok: Seksa 

Chapo Korni San Cangwad Satun (Hukum Islam dengan Pelaksanaan tentang 

Kewarisan : Studi Khusus Pengadilan Propinsi Satun)
14

, penulisan ini 

merupakan sebuah penelitian pada lembaga kehakiman, 2012. penelitian 

berkesimpulan bahwa pola pikir dan pelaksanaan seseorang atau lembaga 

tentang masyarakat muslim harus lebih memahami tatanan hidup orang Islam 

khususnya tentang perkawinan dan kewarisan. 

Mr. Somboon Puttajuk, Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat 

Yala and Satun
15

, penulisan tesis pada program studi hukum Universitas 

Chulalongkorn Bangkok Thailand, 1986. Penulisan ini menggunakan 

pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 

pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri tahun 

2489 B. itu masih kurang di segi perincian dalam bidang administrasi hukum 

dengan membandingkan dengan berlakunya hukum Islam di Filipina, Sri 

Langka dan Singapura.  

E. Kerangka Teoritik  

Hukum waris Islam merupakan salah satu hukum yang diatur dan 

dijelaskan penentuannya dalam al-Qur‟an dan al-Hadis.Hukum waris Islam 

mempunyai istilah dalam bahasa Arab yaitu faraiḍ .Faraiḍ  adalah bagian 

                                                           
14

Piangporn Wisedsin, “Kodmay Islam Kab Karn Cadkan Mordok: Seksa Chapo Korni 

San Cangwad Satun (Hukum Islam dengan Pelaksanaan tentang Kewarisan : Studi Khusus 

Pengadilan Propinsi Satun)”, makalah disampaikan pada Seminar Hakim Pengelola di Pengadilan 

Tahap Pertama Kali X, diselenggarakan oleh Lembaga Bagian Kekuasaan Kehakiman, 2012. 
15

Somboon Puttajuk, “Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat Yala and Satun”, 

Tesis Universitas Chulalongkorn Bangkok Thailand (1986). 
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yang telah ditentukan secara syara‟ untuk ahli waris.
16

Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa ahli waris merupakan unsur penting yang harus diketahui 

dalam melaksanakan pembagian warisan. 

Adapun faktor yang menyebabkan pewarisan, menurut Wahbah az-Zuhaili 

dalam buku Fiqih Imam Syafi‟I, ada beberapa faktor-faktor penyebab 

pewarisan
17

, yakni:  

1. Adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah; 

2. Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid, sekalipun belum 

melakukan hubungan intim; 

3. Adanya hubungan budak dan tuan (wala‟), dan 

4. Baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemashlahatan Islam. 

Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum 

Islam (babu al-fiqh al faraiḍ ).Sebagaimana pada ranah kajian hukum 

keperdataan di Indonesia, hukum waris dikaitkan dengan hukum keluarga.
18

 

Hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid merupakan salah satu dari 

faktor penyebab pewarisan, sehingga dalam pelaksanaan hukum waris Islam 

yang diterapkan di Negara-negara yang penduduknya beragama Islam harus 

menitik berat tentang hal pernikahan ini, bahwa bagaimana sebuah Negara itu 

mendefinisikan pernikahan yang sah itu?. 

                                                           
16

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟I, alih bahasa Muhammad Afif, Abdul Hafiz, cet. 

I(Jakarta: almahira, 2010), III :77. 
17

Ibid., hlm. 82. 
18

Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 

hlm.9. 
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pernikahan yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

berbunyi:  

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan dalam 

Pasal 4 yang bunyi ayatnya: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.” 

Namun, selanjutnya diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 

yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dicatat dan dilangsungkan di 

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

Sama hal juga dengan di Thailand yang mendefinisikan pernikahan yang 

sah itu harus dicatat, maka kelakuan itu manjadi berkekuatan dan berakibat 

hukum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-hirtoris sebagai pisau 

analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan ini 
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digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap proses pembentukan dan 

pelaksanaannya hukum waris Islam di Indonesia dan Thailand. 

Secara yuridis, ketentuan hukum Islam tentang hukum kewarisan Islam 

dapat dilandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar dalam 

praktek masyarakat, sebagaimana yang disebut pada Buku II tentang Hukum 

Kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakupi VI Bab 

dari Pasal 171-214 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam 

menyelesaikan perkara-perkara kewarisan Islam di Indonesia. 

Begitu juga di Thailand, berdasarkan Keputusan Perdana Mentri tentang 

pemberlakuan hukum Islam di wilayah Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun 

pada tahun 2489 B. oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu hukum 

yang diberlakukan di Thailand khusus bagi 4 wilayah di bagian selatan yang 

mayoritasnya muslim. Hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand yakni 

hukum perkawinan dan hukum kewarisan. 

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang 

Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal kewarisan tercantum dalam Bab II 

dan mempunyai II bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari Pasal 360-

462. 

Secara historis, penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan agama 

dan Negara.Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu 

hukum di dalam sebuah Negara.Agar aturan yang bertujuan untuk membenahi 

tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka.Dimana Negara itu diperlukan 
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untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara 

bersama-sama.Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang 

diperlukan antara masyarakat.Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Perkembangan teori dan praktik ilmu-ilmu kenegaraan terdapat dua teori 

yang membahas tentang hubungan antara Negara dan agama.Kedua teori 

tersebut adalah teori theokrasi dan teori sekuler.Dalam teori theokrasi 

disebutkan bahwa urusan Negara tidak dapat dipisahkan dari urusan 

keagamaan.Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut suatu agama 

tertentu.
19

Adapun  teori kedua setelah teori Theokrasi adalah teori Sekuler. 

Teori ini adalah Negara yang tidak berdasarkan ketuhanan dan tidak 

berdasarkan agama, serta memisahkan urusan agama dari Negara.
20

 

Tentang hubungan agama dan Negara dalam Islam, menurut Munawir 

Sjadzali , terbagi pada tiga aliran, yiatu Aliran pertama, yang berpendirian 

bahwa Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala 

macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem 

pemerintahan, dengan merujuk kepada pola politik semasa al-Khulafa ar-

Rasyidun sebagai model, ternyata telah mendasarkan keyakinannya atas 

asumsi atau observasi yang salah, dan tidak mampu menyajikan konsepsi yang 

utuh yang dijanjikan. Aliran kedua yang berkeyakinan bahwa Islam adalah 

sama sekali sama dengan agama-agama yang lain, dan Nabi Muhammad 
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I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, 

(Malang: Setara Press, 2012), hlm.178. 
20

Ibid.,hlm. 187. 
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adalah nabi biasa tanpa misi untuk mendirikan Negara. Aliran ketiga 

merupakan aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam 

terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju 

dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali sama dengan 

agama-agama yang lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat 

seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara seperti yang kita temukan dalam al-Qur‟an, yang memiliki 

kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan 

perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta 

antara satu budaya dengan budaya yang lain.
21

 

Di sisi lain, dalam Khazanah politik-ketatanegaraan Islam (Fiqh al-

Siyasah)  terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan Negara
22

, 

yaitu:  

Paradigma pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara 

adalah satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan.Negara merupakan 

lembaga politik dan keagamaan sekaligus. 

Paradigma kedua, memandang agama dan Negara berhubungan secara 

simbiotik-interdependen yaitu berhubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi.Dalam hal ini agama memerlukan Negara karena melalui 

Negara agama dapat berkembang.Sebaliknya Negara memerlukan agama, 
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Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. II, 

(Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 234-235. 
22

Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi 

Konvergwnsi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia, cet. I, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1. 
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karena dengan agama Negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan 

moral. 

Paradigma ketiga, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan 

integralistik dan simbiotik interdependen, dengan kata lain antara agama 

dengan Negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi agama 

Islam ke dalam bentuk tertentu suatu Negara. 

Adapun penelitian ini termasuk dalam paradigma yang kedua, yaitu 

hubungan simbiotik interdependen.Bahwa antara agama dan Negara terdapat 

hubungan yang saling membutuhkan.Menurut pandangan ini, agama harus 

dijalankan dengan baik.Hal ini hanya dapat dilaksanakan bila ada lembaga 

yang bernama Negara.Sementara itu, Negara juga tidak dapat dibiarkan 

berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan 

amoral Negara. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau 

library research
23

 yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan 

menelusuri literatur-literatur yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian 

tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand 

                                                           
23

Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan 

Skripsi dan Tesis, cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154. 
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untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber 

lain yang terikat. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif
24

-komparatif
25

, yaitu mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

tentang hukum kewarisan yang diatur di Indonesia dan Thailand, 

kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
26

 

yaitu mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan 

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum 

yang ada dalam masyarakat di Indonesia maupun di Thailand. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penyusun menggunakan data- 

data
27

 dari sumber-sumber hukum, yakni: 

a. Primer, yaitu buku – buku pokok yang berkaitan langsung dengan 

tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu, data yang diperoleh dari 

karya tokoh-tokoh di Thailand dan pakar-pakar hukum Indonesia. 

Adapun karya-karya Thailand antara lain: Islamic Law karya Den 

Tokmina dan Bukhori Binraman, juga bahan hukum Islam di Thailand 

                                                           
24

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. I, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hlm. 105. 
25

Ibid., hlm. 43. 
26

Ibid., hlm. 105. 
27

Ibid.,hlm. 106. 
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yaitu hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan. 

kemudian juga buku yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia 

antara lain: buku Rekonstruksi HukumKewarisan Islam di Indonesia 

karya Habiburrahman, dan juga bahan hukum Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 

b. Sekunder, yaitu data – data yang menunjang terhadap pembahasan 

dalam penelitian ini. Yaitu buku pancasila dan pendidikan 

kewarganegaraan karangan Khamin Zarkasih Putro, Islam dan Tata 

Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran karangan Munawir Sjadzali, 

dan Ilmu Waris karangan Fatchur Rahman. 

5. Analisis Data 

Untuk menganalisis data menyangkut pelaksanaan hukum kewarisan 

Islam di Indonesia dan Thailand ini digunakan metode induktif-

komparatif-kualitatif,yaitu: 

a. Metode induktif
28

 yaitu menggambarkan apa yang dijelaskan dalam 

Aturan-Aturan tentang hukum kewarisan Islam yang berlaku di 

Indonesia dan Thailand, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu 

kesimpulan.  

b. Metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan  antara 

hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum 

kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. 

                                                           
28

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

cet. II, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 45. 
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c. Metode Kualitatif
29

 digunakan untuk mengkaji masalah hukum 

kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand dengan pemahaman secara 

mendalam terhadap masalahnya. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudahkan penyusun dalam pembahasan selanjutnya agar 

lebih terarah, maka disusunlah kerangkan penulisannya sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran 

masalah secara umum yang terdiri dari latar belakar masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, talaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab kedua, adalah bab yang membahas tentang hukum kewarisan Islam 

yang diatur di Indonesia dan Thailand, yang menguraikan latar belakang 

munculnya hukum kewarisan Islam dari kedua negara, aturan-aturan tentang 

kewarisan yang diatur dalam undang-undang di masing-masing negara, serta 

menjelaskan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. 

Sehingga bab ini menjadi bab yang urgen untuk mendiskripsikan hasil 

penelitian tentang aturan hukum kewarisan Islam yang diatur di Indonesia dan 

Thailand. 

Bab Ketiga, merupakan bab yang menganalisis perbandingan antara 

hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand yang meliputi persamaan 

dan perbedaan yang ditemukan dalam aturan hukum kewarisan Islam di 

Indonesia dan Thailand. 

                                                           
29

Ibid.,hlm. 237. 



 
20 

 

Bab Keempat, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau 

menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa 

dijelaskan secara kemprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk 

pengembangan studi lebih lanjut. 

  



 
77 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab terdahulu yang berdasarkan pada 

penelitian penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut; 

1. Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengaturkan tentang hukum 

kewarisan Islam sebagai kewenangan absolut di Pengadilan Agama dan 

dalam pelaksanaannya pembagian harta warisan itu dilakukan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI. Adapun menurut hukum 

kewarisan Islam di Thailand diaturkan dalam Undang-Undang tentang 

Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun 

BE 2489 (1946) dan dalam menyelesaikan perkaranya dengan 

mendasarkan pada sumber hukum tentang Aturan Hukum Islam tentang 

Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan. Dalam pelaksanaan hukum 

Islam di Thailand sangat terbatas, yakni di segi subjek hukumnya dibatasi 

hanya pada hukum keluarga dan hukum kewarisan, di segi wilayah hukum 

dibatasi hanya 4 (empat) provinsi bagian selatan yaitu Pattani, Narathiwat, 

Yala dan Satun. 

2. Hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand, terdapat beberapa 

perbedaan dan juga persamaan dalam pelaksanaannya. Adapun 

perbedaannya yaitu tentang wasiat, hukum kewarisan Islam di Indonesia 
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mengaturkan wasiat hanya pada wasiat harta, tetapi di Thailand tidak 

mengatur hanya pada wasiat harta tapi juga pada wasiat perwalian. Di 

Indonesia bagi anak angkat bagian yang diberikan kepadanya adalah 

sebagai yang mendapat wasiat wajibah, yakni tidak boleh lebih dari 

sepertiga dari harta warisan. Adapun di Thailand tidak mengatur tentang 

hal itu. Selain dari itu masih ada perbedaan pada kedudukan isteri bagi 

yang memiliki isteri lebih dari satu orang, maka dari hal ini di Indonesia 

semua isteri dilindungi dan memiliki hak yang sama, namun di Thailand 

dalam mengatur tentang hak bagi isteri harus berkait dengan pencatatan 

pernikahan yang sah menurut undang-undang umum, sehingga timbulnya 

ketidak adilan sesame isteri. Dan yang terakhir adalah tentang hibah, 

dimana hukum hibah ini ada aturannya menurut hukum kewarisan Islam di 

Indonesia tetapi di Thailand tidak mengaturkan tentang hal itu. 

Dilihat dari segi persamaan terdapat beberapa yang penyusun dapat 

menyimpulakan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand 

sebagai suatu hukum yang dirumuskan dari al-Qur‟an dan al-Hadis dan 

juga dari kitab-kitab fiqh yang cenderung kepada mazhab Syafi‟i sehingga 

dalam mengelompokkan ahli waris dan juga besar bagiannya bagi setiap 

ahli waris tidak jauh berbeda antara keduanya. 

B. Saran-saran 

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu hukum yang penting dan 

perlu diperhatikan pada teori maupun prakteknya. Oleh karena hukum 

kewarisan ini adalah hukum yang berhubungan antara individu dengan 
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individu, maka dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan apa yang 

ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang sedang berlaku dan bagi para 

tokoh agama dan juga ahli hukum seharusnya bisa bekerja sama dalam 

menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM DI 

PROVINSI PATTANI NARATHIWAT YALA DAN SATUN BE 2489 (1946) 

ACT 

ON APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN THE PROVINCES OF PATTANI, 

NARATHIWAT, YALA AND SATUN, 

BE 2489 (1946)

 

IN THE NAME OF SOMDET PHRA CHAO YU HUA BHUMIBOL ADULYADEJ, 

THE COUNCIL OF REGENCY: 

RANGSIT KROMMA KHUN CHAINATNARENTHON. 

PHRAYA MANAWARATCHASEWI. 

GIVEN UNDER OUR HANDS THIS 19TH DAY OF NOVEMBER, BE 2489 (1946); 

BEING THE 1ST YEAR OF THE PRESENT REIGN. 

 

Whereas it is desirable to require the courts of first instance in the Provinces of 

Pattani, Narathiwat, Yala and Satun to apply the Islamic Law to the actions involving 

Islamic family and succession in which both the plaintiffs and the defendants are 

Muslim or, if the actions are non-contentious, the petitioners are Muslim; 

Be it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and 

consent of the National Assembly, as follows: 

Article 1 

This Act shall be cited as the "Act on Application of Islamic Law in the Provinces of 

Pattani, Narathiwat, Yala and Satun, BE 2489 (1946)" 

Article 2 

This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in 

the Government Gazette.
  

Article 3 

When addressing an action involving Islamic family or succession in which both the 

plaintiff and the defendant are Muslim or, if the action is non-contentious, the 
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petitioner is Muslim, a court of first instance in the Province of Pattani, Narathiwat, 

Yala or Satun shall adhere to the Islamic Law on family and succession in lieu of the 

pertinent provisions of the Civil and Commercial Code, save those governing 

succession prescriptions, whether the cause of action comes to pass prior to or 

following the coming into force of this Act. 

Article 4 

When addressing the action under section 3, the chamber of the court of first instance 

shall consist of one qāḍ ī and other judges. 

The qāḍ ī shall be competent to decide the questions of Islamic laws and to sign the 

judgments adopted in pursuance of his decisions. 

The decisions of a qāḍ ī on the questions of Islamic laws in any action shall be final 

with respect to that action. 

Article 5 

The provisions of the Code of Civil Procedure on challenge to judges shall apply 

mutatis mutandis to the qāḍ īs. 

Where the qāḍ ī is incapable of functioning, the parties shall, by agreement, select 

one Muslim to serve as a qāḍ ī ad litem. If such agreement cannot be reached, each 

party shall nominate to the chief judge of the court the equal number of the 

appropriate Muslims; prescribed that no party may nominate more than three 

Muslims. Any one of these nominees who has been selected by the chief judge shall 

then become the qāḍ ī ad litem. 

Article 6 

The provisions of this Act shall not affect the actions pending before the courts on the 

date of coming into force of this Act. But when, in respect of any action pending 

before a court of first instance, the parties or, if the action is non-contentious, the 

petitioners, as the case may be, requests the court to apply the provisions of this Act, 

such court shall direct the complaint or petition to be resubmitted and the proceedings 

to be continued in accordance with this Act, said the request being made within thirty 

days from the coming into force of this Act. 

Article 7 

The Minister of Justice shall be in charge of this Act. 

COUNTERSIGNED BY: 

 

Rear Admiral T. Thamrongnawasawat, 

Prime Minister. 
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BIOGRAFI ULAMA  

Wahbah az-Zuhaili Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan 

seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak 

kontroversi di Syria dan merupakan seorang 

cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan 

Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan 

seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. 
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kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
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